gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan
Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ) . . . . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media,
Jakarta.

Alatas, Syed Hussein, 1983, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data
Kontemporer, LP3ES, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2013, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

------------ , 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka
Cipta, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, 2005, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bakhri, Syaiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media,
Yogyakarta.

Candra, Septa, et al., 2012, Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan,
Denpasar.

Chazawi, Adami, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Danil, Elwi, 2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Masyhur, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional, Yudhistira Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Farid, A. Z. Abidin dan Hamzah, A., 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan

Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum
Penitensier, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

172



gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

UNIVERSITAS DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Garner, Bryan A. (editor), 2000, Black’s Law Dictionary Seventh Edition West
Group, St. Paul Minn, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke
Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.

------------------------- , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

------------------------- , 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Perkembangannya, PT. Sofmedia, Medan.

Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O. S., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam
Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P. A. F., 1988, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung.
Loewy, Arnold H., 2009, Criminal Law in a Nutshell, Thomson Reuters, New York.
Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Penerbit Alumni, Bandung.

Packer, Herbert L., 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University
Press, Stanford.

Poernomo, Bambang, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem
Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.

Pope, Jeremy, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Transparency International
Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2005, Hukum Pidana Materiil, Kurnia Kalam, Yogyakarta.

Priyatno, Dwija, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung.



gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco,
Bandung.

Pudjiarto, Harum, 1994, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

Samaha, Joel, 2014, Criminal Law: Eleventh Edition, Wadsworth Cengage
Learning, Belmont.

Semitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1995, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta.

------------------------- , 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, Penelitian Hukum Normatif,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemardjono, Maria S. W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Gramedia, Jakarta.

Sturge, L. F., 1950, Stephen’s Digest of The Criminal Law, Sweet & Maxwell Ltd,
London.

Sudarsono, 1999, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas
Muhammadiyah Malang Press, Malang.



gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju,
Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4620).



gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3857).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-0T.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan
Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi
Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi
Narapidana dalam Rangka Pembinaan.



gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015
tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

C.Jurnal, Karya llmiah, dan Internet

Andrian, Ferdy, 2012, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem
Pemasyarakatan”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

BBC News Indonesia, “Temuan di Lapas Sukamiskin: Dari TV layar datar,
microwave, sampai uang Rp102 juta”,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44920023, diakses pada tanggal
10 September 2018 pukul 20.20 WIB.

CNN  Indonesia, “Dirjen Pemasyarakatan Sidak LP  Sukamiskin”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180722192613-12-
316121/dirjen-pemasyarakatan-sidak-1p-sukamiskin, diakses pada tanggal
10 September 2018 pukul 20.27 WIB.

Danil, Elwi, “Konsep Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi”,
http://www.delikpos.co.id/delik-grafis/93-opini/1037-konsep-
pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html, diakses pada tanggal 8
September 2018 pukul 16.00 WIB.

Hartono, Made Sugi, 2012, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana
Korupsi Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan”, Penulisan Hukum, Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Herdjito, 2014, “Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana
Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta)”,
Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Hiariej, Eddy O. S., “Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat”, Kompas, 26
Juli 2013.


https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44920023
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180722192613-12-316121/dirjen-pemasyarakatan-sidak-lp-sukamiskin
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180722192613-12-316121/dirjen-pemasyarakatan-sidak-lp-sukamiskin
http://www.delikpos.co.id/delik-grafis/93-opini/1037-konsep-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html
http://www.delikpos.co.id/delik-grafis/93-opini/1037-konsep-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html

gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

UNIVERSITAS DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

------------------------- , 2014, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana: Bahan
Kuliah Hukum Pidana, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

------------------------- , 2017, Hukum Pelaksanaan Pidana: Bahan Kuliah Hukum
Pelaksanaan Pidana, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indonesia Corruption Watch, 2018, Laporan Akhir Tahun ICW 2017, Indonesia
Corruption Watch, Jakarta.

Jordan, Ray — detikNews, “Gayus Lagi: Ke Singapura, Nonton Tenis di Bali, dan
Makan di Restoran”, https://news.detik.com/berita/3025060/gayus-lagi-ke-
singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran,  diakses pada
tanggal 10 September 2018 pukul 20.14 WIB.

Kami, Indah Mutiara — detikNews, “Menkum HAM Pastikan Novanto dan
Nazaruddin Tempati Sel Palsu!”,
https://news.detik.com/berita/4133636/menkum-ham-pastikan-novanto-
dan-nazaruddin-tempati-sel-palsu, diakses pada tanggal 10 September 2018
pukul 20.40 WIB.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem
Database Pemasyarakatan”,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly,  diakses pada
tanggal 18 Oktober 2018 pukul 17.32 WIB.

------------------------- “Sistem Database Pemasyarakatan”,
http://smslap. dltjenpas go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db5¢c7b30-6bd1-
1bd1-ab53-313134333039, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul
16.28 WIB.

------------------------- “Sistem Database Pemasyarakatan”,
http://smslap. dltjenpas go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db5c7b30-
6bd1-1bd1-ab53-313134333039, diakses pada tanggal 25 Desember 2018
pukul 21.31 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan, diakses pada tanggal 29
November 2018 pukul 09.10 WIB.

------------------------- “KBBI Daring”,
https://kbbi. kemdlkbud go.id/entri/perbedaan, diakses pada tanggal 21
Desember 2018 pukul 16.16 WIB.


https://news.detik.com/berita/3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran
https://news.detik.com/berita/3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran
https://news.detik.com/berita/4133636/menkum-ham-pastikan-novanto-dan-nazaruddin-tempati-sel-palsu
https://news.detik.com/berita/4133636/menkum-ham-pastikan-novanto-dan-nazaruddin-tempati-sel-palsu
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbedaanbedaan

gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

------------------------- , “KBBI Daring”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persamaan, diakses pada tanggal 30
November 2018 pukul 19.00 WIB.

Koalisi Pemantau Peradilan, 2015, Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul
Inisiatif Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Mangunsong, Purniati, et al., 1988, “Aspek-Aspek Hukum yang Mempengaruhi
Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat”, Laporan Penelitian,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Mardiastuti, Aditya — detikNews, “Beda Banget! Ini Perbandingan Sel Napi
Umum-Koruptor di  Sukamiskin”,  https://news.detik.com/berita/d-
4133661/beda-banget-ini-perbandingan-sel-napi-umum-koruptor-di-
sukamiskin?_ga=2.161742585.493565890.1536583774-
1316010982.1525183533, diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul
20.22 WIB.

Moeljatno, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana”,
Pidato, Upacara Peringatan Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada di
Sitihinggil, Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1955.

Rahma, Nia, et al., 2015, “Penerapan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial”, Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law,
Bung Hatta University, vol. 6, no. 1.

Ratnaningtyas, Tamariska Dian, 2012, “Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap
Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1A Banjarmasin)”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Selayang Pandang Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1IA Yogyakarta,
http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/, diakses pada tanggal 25
Desember 2018 pukul 17.17 WIB.

Sulastriyono, 2014, Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Program
Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriyadi, 2017, Pengantar Hukum Pelaksanaan Pidana: Bahan Kuliah Hukum
Pelaksanaan Pidana, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

------------------------- , 2018, Pidana dan Pemidanaan: Bahan Kuliah Hukum
Pidana, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persamaan
https://news.detik.com/berita/d-4133661/beda-banget-ini-perbandingan-sel-napi-umum-koruptor-di-sukamiskin?_ga=2.161742585.493565890.1536583774-1316010982.1525183533
https://news.detik.com/berita/d-4133661/beda-banget-ini-perbandingan-sel-napi-umum-koruptor-di-sukamiskin?_ga=2.161742585.493565890.1536583774-1316010982.1525183533
https://news.detik.com/berita/d-4133661/beda-banget-ini-perbandingan-sel-napi-umum-koruptor-di-sukamiskin?_ga=2.161742585.493565890.1536583774-1316010982.1525183533
https://news.detik.com/berita/d-4133661/beda-banget-ini-perbandingan-sel-napi-umum-koruptor-di-sukamiskin?_ga=2.161742585.493565890.1536583774-1316010982.1525183533
http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/

gajian Komparatif mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara antara Narapidana Tindak Pidana Korupsi
engan

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

DONY HARAPAN LIMBONG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Susanti, Laras, 2016, Mengenal Hukum: Bahan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum,
Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Transparency  International,  “Corruption  Perceptions Index 20177,
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index
2017, diakses pada tanggal 7 September 2018 pukul 13.31 WIB.

Transparency International, “Slow, Imperfect Progress Across Asia Pacific”,
https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_acro
ss_asia_pacific, diakses pada tanggal 7 September 2018 pukul 13.45 WIB.

Tribunnews, “Sel Asli Setya Novanto di Lapas Sukamiskin Akhirnya Terbongkar”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/sel-asli-setya-novanto-
di-lapas-sukamiskin-akhirnya-terbongkar, diakses pada tanggal 17
September 2018 pukul 13.00 WIB.

Utama, Abraham — BBC News Indonesia, ‘“Kalapas Sukamiskin ditangkap,
penambahan  fasilitas  'biasa  terjadi’ bagi napi  koruptor”,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44916893, diakses pada tanggal
10 September 2018 pukul 20.30 WIB.


https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_across_asia_pacific
https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_across_asia_pacific
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/sel-asli-setya-novanto-di-lapas-sukamiskin-akhirnya-terbongkar
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/sel-asli-setya-novanto-di-lapas-sukamiskin-akhirnya-terbongkar
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44916893

